Ikhhwal Kedudukan Alat Bukti Pesan Singkat (Sms) Dalam Perkara Pidana Di Peradilan Militer by Restria, Muhammad Tria
BABI 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Penemuan dan penciptaan telepon tidak berhenti sampai pada telepon yang 
menggunakar kabel, dimana pada jaman yang mutakhir ini dengan pekembangan 
Ilmu Pengetahuan TeknJlogi, dan Telekomunikasi (lPTEK) yang sangatlah pesat, 
alat komunikasi pun menjadi semakin canggib yakni dengan terciptanya atau 
ditemukannya sebuah alat telepon tanpa kabel yang lazim diesebut dengan telepon 
genggam atauyang kita ,<:ebut sebagai Ponsel (telephon celuller). 1 
Pesan singkat (SMS) merupakan salah satu fitur yang pasti a::ia dalam setiap 
kartu telepon, rentan menimbulkan penyalahgunaan yang mungkin akan menjerat 
si pengirim maupun si penerimanya. Walaupun banyaknya penyalahgunaan yang 
dilakukan dengan menggunakan fasilitas pesan singkat (SMS), akan tetapi 
keberadaannya sebagai alat buk.'ti dalam persidangan kasus pidana masih 
dipertanyakan keabsahannya. Hal tersebut sangat dimaklumi dikarenakan saat 
pembuatan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAPi, belwn 
1http:// www.google.com. ilmuteknologi informasi, diakses pada 22 febuari 20 II . Handphone 
merupakan alat tekhnologi informasi, tekhnologi inforrnasi merupakan bagian daryang berawal 
dari istilah francis "Telematique" yang kemudian mcnjadi istilah umum di Erc·pa untuk 
memperlihatkan bertemunya sistem jaringan komunikasi dengan teknologi informasi itu sendiri 
hanyalah merujuk kepada perkembangan tek .ologi perangkat-peranckat pengolah informasi. 
2 KUHAP kependekan Kitab Undang-undang Hukum Acara Piclana . Mcrupakan Unda ng-undang 
RI No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Surabaya, KARYA ANDA, KUHf .P 
merupakan bagian hukum public denganesensi mem~ertahankan hukurn pidana 
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ditemukan Ponsel (telephon celullel). Kasus-kasus yang terjadi didunia maya 
tentunya bukan merupakan hambatan bagi perkembangan dibidang teknologi 
informasi di Indonesia, akan tetapi yang perlu diperhatikan dan. ditindaklanjuti 
ialah soal aturan hukum itu harus bisa diterapkan dalam mengantisipasi maupun 
memberikan perlindungan dan kepastian hukurn bagi masyarakat pengguna dan 
sekaligus ancaman hukwnan yang seberat-beratnya bagi stapapun yang 
menyalahgunakan perkembangan dan kemajuan dibidang teknologi informasi dan 
Telekomunikasi. 
Sementara dalam hukum acara pidana dikenal lima alat bukti3. Jika hanya 
mengacu pada rumusan pasal tersebut rnaka tidak ada peluang untuk mer.erapkan 
Pesan singkat (SMS) sebagai alat bukti . Hakim harus meneliti sampai dimana 
batas minimum kekuatan pembuktian atau bewijs krachts dari setiap alat bukti 
materil.Konsekllensi logisnya karena merupakan bagian hukum public,sifat hukum acara pidana 
secara eksplisit mengacu kepada aspek kepentingan umu ( algemen belangen).Lihat Lilik 
Mulyadi, Hukum Acara Pidana normative, teoritis, praktik dan permasalahannya, Bandung .P.T 
ALUMNI: 2007 him 11. 
3 Dalam pengertian yuridis prof subekti, menyebutkan bahwa alat bukti, alat pembukllan, upaya 
pembuktian, bewijmiddel,( belanda) adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai 
membuktikan dalil-dalil suatu pihak di muka pengadilan, misanya bukti-bukti tulisan, kesaksi<.n, 
persangkaan, sumpah dan lain-lain . Lihat soebekti, dan tjitroso<:dibio R, Kamus Hukum, Jakarta : 
Pradnya paramitra, 1980, him 21 . Membuktikan menurut Prof Sudikno Mertokusumo tiada lain 
berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hak im yang memeriksa perkara yang 
bersangkutan guna member kepastian tentang kebenaran peri stiwa yang diajukan. Lihat Prof 
sudikno mertokusumo, mengenal Hukum ( suatu pcngantar), Yogyakarta . Liberty, 1986, him 91. 
Prof Andi Hamzah, mengemukakan bahwa bukti aclalah sesuatu untuk meyakinkan kebenaran 
suatu dalil , pendirian atau dakwaan. Lihat Dr. Andi Hamzah, kamus hukum, Jakarta: Ghalia 
Indonesia, 1986 him 99. Disimpulkan bahwa alat bukti adalah sesuatu hal ( barang dan bukan 
barang ) yang ditentukan oleh Undang-undang yang dapat dipcrgunakan untuk memperkuat 
dakwaan, tuntutan atau gugatan. Lihat Prof. koesparmono Irsan dan Anggreany Haryani Putri, 
Hukum Acara Pidana, Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2007, him 90-·91. 
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yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP. 4 Pembuktian merupakan titik sentral 
pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan.5 Jadi pembuktian merupakan titik 
dimana seorang Hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakvva atau tidak. 
Adapun Pembuktian bertujuan untuk mengetahui cara meletakkan basil 
pembuktian terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa. 
Sedangkan dalam hal pembuktian dalam pidana yang bersifat umum, hal ini 
masih belum bisa menggunakan Pesan singkat (SMS) sebagai alat bukti . 
Sementara kejahatan berkembang seiring dcngan kemajuan jaman. Di era 
globalisasi ini, kejahatan bukan hanya menggunakan alat yang nyata tetapi juga 
menggunakan alat yang bersifat elektronik. Oleh karenanya Perlu dilakukan 
pembaharuan sistem hukum pembuktian yang ada dalam hukum acara pidana 
(KUHAP) Indonesia. 
Dalam perkara di peradilan Militer, Letkol Kav Bambang Lisdianto Nrp 32727 
bersalah telah melakukan tindak pidana melakukan zina sebagaimana yang 
terdapat dalam pasal 284 ayat (I) ke 2a KUHP. Untuk mendapatkan bukti 
permulaan yang cukup maka penyidik mendapatkan Pesan singkat (SMS) yang 
digunakan oleh pelaku dalam hubungan dengan perbuatan pidana tersebut. Pesan 
singkat (SMS) tersebut dijadikan barang bukti dalam persidangan. Dalam hal ini 
perlu dikaji hubungan antara alat bukti pesan singkat (SMS) dengan alat -alat 
4 
Ibid him 273 . 
5 Jbid.hlm 273. 
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bukti sebagaimana yang di atur oleh 184 KUHAP. Alat bukti pesan singkat (SMS) 
hendak di jadikan pertimbangan yuridis Hakim peradilan MIL ITER tersebut. 
Berdasarkan pada uraian di atas, maka penulis untuk meneliti lebih lanjut dan 
untuk itu penulis menyelaraskan judul skripsi ini dengan judul : "lKHWAL 
KEDUDUKAN ALAT BlJKTI PESAN SINGKAT (SMS) DALAM 
PERKARA PIDANA DI PERADILAN MILITER" 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan di atas, terdapat 2 ( dua) 
rumusan masalah penelitian. Adapun kedua rumusan masalah penelitian 
dimaksud, adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana kedudukan alat bukti pesan singkat ( SMS ) dalam 
hubungannya dengan alat-alat bukti sebagaimana yang telah 
diatur oleh pasal 184 KUHAP ? 
2. Bagaimana pertimbangan hakim pengadilan militer dalam 
menerap1<an alat bukti pesan singbt ( SMS ) pada praktek 
peradilan pidana No 14/K-AD/PMT-IINI/2010? 
C. Tujuan dan Manfaat Pcnclitian 
Bertitik tolak dari rumusan masalah di atas maka penulisan ini memiliki 
dua tujuan. Adapun kedua tujuan penulisan tersebut adalah sebagai berikut: 
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1. Untuk rnengetahui kedudukan alat bukti pesan singkat ( SMS ) 
dalam hubungannya dengan alat-alat bukti sebagaimana yang telah 
diatur dalam KUHAP. 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim pengadilan militer dalam 
menerapkan alat bukti pesan singkat ( SMS ) padn prakiek 
peradilan pidana No 14/K-AD/PMT-ll/Vl/2010. 
Selain mempunyai 2 (dua) tujuan pokok seperti tersebut di atas, 
penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, yaitu manfaat teo:itis dan 
manfaat praktis. Manfaat teoritis penelitian ini adalah sebagai karya ilmiah 
untuk pengembangan ilmu hukum. Membe. ikan masukan apakah 
penerapan alat bukti berupa SMS sudah bisa dikategorikan seb<lgai aht 
bukti dalam persidangan. Serta memberikan suatu pemikiran baru 
bagaimana suatu alat bukti petunjuk dapat menjadi suatu alat bukti dalam 
kasuistis di persidangan. 
D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional dan Kerangka Pemildran 
1. Kerangka Teoritis 
a. Sistem Pembuktian 
1) Teori Sistem Pembuktian 
Sistem pembuktian yang bertujuan untuk mengetahui cara 
meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang di periksa6. 
6 M. Yahya Harahap, Op. Cit.,hlm 276. 
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Sistem pembuktian merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan 
mengenai pembuktian suatu perkara yang terjadi agar tercipta 
kebenaran yang materil. Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang 
macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat 
bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan 
dan dengan cara bagaimana hakim harus rnembentuk keyakinannya. 7 
l lmu pengetahuan hukum mengenal 4 (empat) sistem pembuktian, yaitu 
sebagai berikut:8 
a) Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka (convzction in 
time) yaitu Suatu sistem pembuktian untuk menentukan bersalah 
atau tidaknya terdakwa semata-mata berdasarkan dari keyakinan 
saja, tidak menjadi masalah keyakinan tersebut dari mana. Hakim 
hanya mengikuti hati nuraninya dan semua tergantung kepada 
kebijaksanaan hakim. 
b) Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif 
(possitief wetteliejke bew[/stheorie) yaitu Suatu sistem pembuktian 
yang ditunjukan untuk menentukan bersalah tidaknya terdakwa 
harus berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti 
yang ditentukan oleh undang-undang. 
c) Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alas:m 
Yang Logis (/,a conviction Raissonnc'! ) yaitu Menurut teori sistem 
pembuktian ini , peranan keyakinan hakim sangat penting. Namun 
hakim baru dapat menghukum seseorang terdakwa apabila ia telah 
meyakini bahwa perbuatan yang bersangkutan terbukti 
kebenaranya. 
d) Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif 
(Negatief Wellel[ik Bew!fstheorie) yaitu Sistcm ini dapat dikatakan 
merupakan penggabungan antara sistcm pcrnbuktiaan rnenurut 
undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian 
berdasarkan keyakinan hakim belaka. 
7 
Ibid ,him 11 . 
8 Op.cil. him. 276-280. 
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2) Kerangka Konsepsional 
a. Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
menegaskan bahwasanya hakim tidak boleh mcnjatuhkan pidana 
kepada seseorang apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat 
bukti yang sah dan mempunyai suatu keyakinan bahwa tindak 
pidana tersebut memang benar di lakukan oleh terdakwa. 
b. Pasal 184 KUHAP mengatur mengenai alat-alat bukti yang sah 
untuk di!:,runakan di persidangan, adapun alat-alat bukti tersebut 
berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, 
keterangan terdakwa. Dan hal yang secara umum sudah diketahui 
tidak perlu dibuktikan. 
c. Pesan singkat (SMS) adalah salah satu dokumen elaktronik dan 
Dokumen Elektronik adalah setiap lnformasi Elektronik yang 
dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam 
bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, 
yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui 
Komputer atau Sistem Elekironik, tem1asuk tetapi tidak terbatas 
pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, 
huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang 
memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang 
h . 9 mampu merna ammya. 
d. Penafsiran Hukum adalah proses dimana Hakim menafsirkan 
9 Undang-undang no 11 tahun 2008 tentang ITE,pasal 1 angka 4 . 
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undang-undang dalam pcrsidangan untuk menemukan makna 
undang-undang yang ambiguitas atau ketidakjelasan dalam kata-
kata atau bahasa dari undang-undang tersebut. 
e. Dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 
Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dinyatakan bahwa peradilan 
militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di 
lingkungan peradilan militer yang meliputi Pengadilan Militer, 
Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan 
Pengadilan Militer Pertempuran.10 Peradilan militer merupakan 
pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan 
Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan 
mem perhati kan kepentingan pe1yelenggaraan pertahanan 
keamanan negara. 11 
10Pasal 1 ayat (I) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan 
Militer 
11Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang 
Peradilan Militer. 
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E. Metode Penelitian 
l. Lokasi Penelitian 
Penelitian hukum dilakJkan dengan metode penelitian yuridis 
normatif. Ronny Hanitijo mengemukakan "Penelitian Hukum Norma1 if 
merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data 
sekunder." 12 Data sekunder adalah yang sudah siap palcai. 13 Contoh data 
sekunder antara lain peraturan perundang-undangan dan buku-buku ilmiah. 
Oleh karena itu, penelitian yuridis normatif tidak memerlukan lokasi 
penelitian. Sebab, bahan-bahan hukum sudah didokumentasikan dalam 
perpustakaan, pengadilan, kantor-kantor pemerintah, kantor-kantor 
lembaga negara atau tempat-tempat lain yang berfungsi untuk menyimpan 
data kepustakaan. Data sekunder tersebut penulis dapatkan dari 
Perpustakaan Pengadilan Tinggi Militer Republik Indonesia dan 
Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. 
2. Pendekatan 
Sebagai penelitian hukurn dengan metode penelitian yuridis norrnatif, 
pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan pcrundang-
undangan ('ltatute approach) dan pendekatan sejarah (historical 
approach). 14 Penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan 
12 Hotma P Sibuea dan Heryherthus sukartono ,Metode Penelitian Hukum, Jakrta :Krakatau book, 
2009, him. 79 . 
13 lbidhlm 79 
14 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakrta : Kcncana, 2005, him. 96. 
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dilakukan dengan cara memahami, mengungkap dan menafsirkan makna 
norma-nonna hukum yang menjadi bahan hukum penelitian. Nonna-
nonna hukum itu dipahami, diungkap dan ditafsirkan maknanya dengan 
penafsiran yang ada dalam ilmu hukum. 
3. Bahan Hnkum 
Penelitian hukum bettujuan untuk mengurnpulkan bahan-bahan hukum 
dengan maksud untuk menjawab masalah hukum yang sudah diid~ntifikasi 
sebelumnya. Bahan-bahan hukum adalah br.han-bahan yang mempunyai 
kekuatan mengikat dari sudut pandang hukum.15 Bahan-bahan hukum 
dapat dibagai atas 3 (tiga) macam jika ditinjau dari sudut kekuatan 
mengikatnya masing-masing, yaitu: 
a. Bahan hukum primer, Undang-undang, Putusan Pengadilan 
Militer, dan lain-lain. 
b. Bahan hukum sekunder, misalnya buku dan jurnal ilmiah yang 
berisi pendapat para pakar hukum; 
c. Bahan hukum tersier, misalnya kamus bahasa, kamus hukum, 
ensiklopedia, dan lain-lain. 16 
Bahan-bahan hukum yang disebutkan di atas dibedakan atas dasar 
kekuatan mengikatnya masing-masing.17 Bahan hukum primer seperti 
UUD 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain-lain 
mempunyai kekuatan mengikat yang lebih kuat dari pada bahan hukum 
sekunder dan tersier. Sebab, bahan hukum primer adalah norma-norma 
15 /hid, hlm. 66. 
16 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakatta: Raja Grafindo 
Persada, 2006, him. 33. 
17 Hotma P. Sibuea dan Heryberthus sukartono, Op.cit, him. 73-74. 
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hukum positif yang ditetapkan dan ditegakkan oleh negara yang r.1emiliki 
kekuasaan untuk memaksakan berlakunya peraturan perundang-undangang 
itu kepada setiap orang. 
Bahan-bahan hukwn sekunder mempunyai kekuatan yang lebih lemah 
dari pada bahan-b1han primer, Sebab kekuatan mengikat bahan-bahan 
hukum sekunder tidak dipaksakan oleh negara seperti halnya bahan-bahan 
hukum primer. Kekuatan mengikat bahan-bahan hukum sekunder terletak 
pada sikap penerimaan dan keyakinan akan kebenaran dari pendapat atau 
teori yang dikemukakan dalam buku-buku ilmiah dan jurnal-jumal ilmiah 
tersebut. 18 lsi buku-buku ilmiah dan jurnal-jurnal ilmiah adalah pendapat 
para pakar hukum di bidangnya masing-masing. Oleh karena itu kekuatan 
mengikat pendapat atau teori yang tercantum dalam buku ilmiah atau 
jurnal iJmiah tersebut terletak pada sikap penerimaan atau penolakan orang 
banyak terhadap pendapat tersebut. Fungsi dari bahan-bahan hukum 
sekunder adalah memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum 
pnmer. 
Bahan-bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang terlemah 
kekuatan mengikatnya diantara ketiga bahan hukum. Kekuatan mengikat 
bahan-bahan hukum tersier hanya didasarkan pada suatu kesepakatan 
(konvensi). 19 Bahan hukum tersier berfungsi untuk memberikan penjelasan 
atau keterangan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 
18 ibid, him. 67. 
19 Ibid, him. 69. 
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4. Telmik Pengumpulan Bahan llulw m 
Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan 
studi kepustakaan (librmy research). Studi kepu~;takaan adalc:.h suatu 
teknik (prosedur) pengumpulan atau penggalian data kepustakaan. Data 
kepustakaan adalah data yang sudah didokumentasikan sehingga 
penggalian data kepustakaan tidak perlu dilakukan secara langsung 
kemasyarakat (lapangan),20 akan tetapi dilakukan dimana data kepustakaan 
itu berada, baik di instansi milik pemerintah maupun swasta. 
Data kepustakaan tidak selalu tersimpan di perpustakaan setapi bisa 
ada di mana saja sehingga pengalian data kepustakaan secara praktis tidak 
harus dilakukan diperpustakaan. Data kepustakaan bisa terdapat d.i 
pengadilan, kantor-kantor .lembaga negara atau tempat-tempat lain yang 
berfungsi untuk menyimpan data kepustakaan tersebut. 
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum 
Pengolahan bahan-bahan hukum dalam rangka penelitian yuridis 
normatif meliputi berbagai aktivitas intelektual (aktivitas akal budi), 
sebagai berikut: 
a. Memapat·kan hukum yang berlaku; 
b. Menginterpretasi hukum yang berlaku; 
c. Menganalisis hukum yang berlaku; dan 
d M . . . l k 21 . ensJstematJsasJ lll · tml yang berlaku. 
Hukum itu mempakan produk manusia atau bangsa sebagai bentuk 
20 
Hotma P Sibuea dan Heryberthus sukartono, Op.cit, him. 76. 
21 Jbid, him. 27. 
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ungkapan isi hati, pikiran, dan perasaan manusta. Oleh karena it·u untuk 
memahami ilmu hukum salah satu cara yang paling penting adalah dengan 
melakukan interpretasi atau penafsiran hukum. 
Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian ditafsirkan dengan 
cara-cara penafsiran yang ada dalam ilmu hukum. Pcnafsiran pada hakikatnya 
adalah usaha atau aktivitas untuk menetapkan atau menentukan makna atau 
mengungkap makna yang terkandung dalam norma-norma hukum.22 Logeman 
menyatakan : 
"Dalam melakukan penafsiran hukum, seorang hakim wajib untuk mencari 
maksud dan kehendak p~mbuat undang-undang dan tidak dapat melakukan 
penafsiran terhadap undang-undang sedemikian rupa sehingga menyimpang 
dari yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang itu". 
Dengan kata lain, seorang penafsir terikat kepada kehendak pembentuk 
undang-undang. Hal ini berarti bahwa dalam melakukan penafsiran, penafsir 
harus berusaha mengungkap kembali ke permukaan kehendak pembuat 
undang-undang yang tercantum dalam teks undang-undang. Penafsiran yang 
demikian dapat disebut sebagai penafsiran yang bersifat reproduktif. 23 
6. Analisis Bahan Hukum 
Anali~;is hukur.1 dalam pengertian Dogmatika Hukum adalah suatu 
aktivitas akal budi yang pada dasarnya bertujuan untuk mengurai norma-
norma hukum agar kandungan norma yang terdapat dalam suatu kaidah 
22 Ibid, him. 29. 
23 Ibid, him. 31. 
Analisis kedudukan., Muhammad Tria, Fakultas Hukum 2011
15 
hukum dapat diketahui.24 Dalam Dogmatika Hukum yang dianali3 adalah 
norma hukum dan bukan data empiris. Alat bantu (sarana berpiki r ilmia:1) 
yang dapat dipergunakan untuk menganalisis norma-norma hukum adalah 
logika dan bahasa.25 Oleh karena itu, dalam Dogmatika Hukum tidak lazim 
dikenal istilah anal isis kualitatif atau anal isi s kuantitatif. 
Jadi, tujuan melakukan analisis hukum aclalah untuk clapat mengungkap 
kandungan norma hukum sebingga dapat diketahui : 
A Kaidah-kaidah hukum yang berisikan suruhan (gebol.O; 
B. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan larangan (verbod); atau 
C. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan kebolehan (mogen) .26 
Jika sudah berhasil mengungkap isi dan sifat dari suatu kaidah (norma) 
hukum seperti dikemukakan diatas, masih ada langkab yang harus dilakukan 
dalam rangka anahsis hukum tersebut. 27 Tindakan yang harus dilakukan yaitu 
melihat hubungan antara kandungan norma hukum yang sedang diteliti dengan 
kandungan norma hukum yang lain. Hubungan norma-norma hukum itu 
meliputi kandungan nonna-norma hukum di antara pasal-pasal dalam suatu 
undang-undang maupun kandungan norma hukum antara pasal-pasal dari 
undang-undang yang berbeda. 
Norma-norma hukum yang di analisis kemudian eli sistematisasi atau 
24 Ibid, hlm. 33. 
25 lbid.hlm 33. 
26 !hid.h/m 79 
27 Ibid. him 33. 
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disusun secara sistematis. Sistematisasi hukum artinya menata norma-norma 
hukum dalam suatu tatanan atau jaringan yang bersifat koheren (saling 
meneguhkan) dan sistematis. 28 Beberapa undang-undang dari suatu bidang 
yang sama atau dari berbagai bidang yang berbeda dapat ditata dalarn suatu 
tatanan sehingga tampak hubungannya. 
F. Sistematika Penulisan Skripsi Ini Berdasarkan Buku Pauduan Skripsi 
Yang Terdiri Dari: 
BAB I PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
B. Rumusan Masalah 
C. Tujuan dan Manfaat Penclitian 
D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional dan Kerangka Pemikiran 
E. Metode Penelitian 
F. Sistematika Penelitian 
BAB ll TINJAUAl~ PUSTAKA 
A. Tentang Alat Bukti Dan Sistem Pembuktian 
B. Pengertian Pernbuktian 
C. Teori Sistem Pembuktian 
D. Penafsiran Hu!cum 
E. Peradilan Militer 
BAB III HASIL PENELITIAN 
28 Ibid. 
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BAB IV PEMBAIIASAN DAN ANALISA IIASIL PENELITIAN 
A. Tentang Kedudukan Alat Bukti Pesan Singkat ( SMS ). 
B. Tentang pertimbangan Hakim peradilan Militer pada perkara No 14/K-
AD/PMT-II/VT/2010. 
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